
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun J 981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 4048); 

3. Uudang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Pada.ngsidimpuan (Lembara.n Negara Tahun 200 l Nomor 84, Tambaha.n 
Lemba.ran Negara Nomor 4111 ); 

4. Undang-Unda.ng Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pernbentukan Peratura.n 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

: a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab 
Pemerintahan Daerah termasuk pcnyelenggaraan kursus sebagai salah satu 
satuan Pendidikan Non Formal (PNF); 

b. bahwa perizinan penyelenggaraan kursus merupakan urusan Pemerintah 
Daerah sesuai dengan Pasal 10 Kepmendikbud Nomor 26 l/U/1999 
tentang Penyelenggaraan Kursus; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dan huruf b tersebut diatas, perlu ditctapkan Peraturan Daerah tentang 
Retibusi Izin Penyelenggaraan Kursus; 

.. \VALIKOTA PADANGSIDIMPUAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSJr,,:r,.•:;\ ! 

NO MOR : 17 T AHUN 2008 

:.~ .. -~ 

LEMBARAN DAERAr' 
KOTA PADANGSIDI~,1P"' 

NOMOR 17 TAHUN zoo» 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalian Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang_ Undang Nomor 8 
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 
Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3461); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta 
Masyarakat Dalam Pendidikan 'Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewengan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 
Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahari Lembaran Negara 
Nomor 4139); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4741); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahunl 997 tentang Peyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 



3 Bagian Hukukm 

3. Walikota adalah Walikota PadangsiJimpuan. 
'l. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Dinas adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

pemerintahan daerah. 

~ Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan. 
2. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

IZIN RETRIBUSI :PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN KURSUS 

: Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

\VALIKOTA PADANGSIDIMPUAN 

dan 

])EWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KOT A PADANGSIDIMPUAN 

Dengan Persetujuan Bcrsama 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 
Bentuk Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyus nan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 
tentang Penyelenggaraan Kursus; 

25. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 
09); 
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Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 
Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang 
sejenis lernbaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 
Kursus adalah pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga belajar yang 
memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ke 
tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi program, bahan 
pelajar~n dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 
mengajar, 

·_o. Kurikulum kursus adalah kurikulum yang disusun oleh lembaga kursus untuk jenis kursus yang 
. diselenggarakan dilembaga tersebut. . 
J 1. Akreditasi adalah penilaian untuk memberi pengakuan kepada lembaga kursus tersebut. 
}t Masa Retribusi adalah suatu jangka walctu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 

retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 

· 3. Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran 
· atas jasa atau pemberian izin penyelenggaraan kursus. 
4. Retribusi Jasa Um um adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang- 

, undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. · 
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah retribusi. 
17. Surat Pemberitahuan Retribusi · Daerah yang disingkat dengan SPRD adalah surat tentang 

.· keterangan situasi daripada objek retribusi daerah. 
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah surat 

· keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, 
jumlah kekurangan pembayaran retribusi besamya sanksi administrasi dan jumlah yang harus 
dibayar. 

: 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT 
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang ditetapkan. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 

. terutang. 
-'21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan 

tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 
·22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah formulir atau blanko surat 
. setoran yang merupakan bukti pernbayaran oleh wajib retribusi yang diisi pada saat terjadinya 

pernbayaran. 
:23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah surat 

perintah membayar kelebihan retribusi. 
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Pasal 6 
· (I) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pemohon mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Izin penyelenggaraan kursus diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan. 

Pasal 5 
(I) Setiap kursus yang telah beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun, rnemiliki gedung sendiri atau 

menyewa yang luasnya lebih dari 100 m2, merniliki staf pengajar lebih dari 8 (delapan) orang, 
wajib memiliki izin penyelenggaraan kursus yang diterbitkan Walikota . 

.{2) Setiap kursus yang telah beroperasi 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun, memiliki gedung sendiri 
atau menyewa yang luasnya 50 m2 s/d 100 m2, memiliki staf pengajar lebih dari 6 (enam) s/d 8 
(delapan) orang, wajib memiliki izin penyelenggaraan kursus. 

{(3) Setiap kursus yang telah beroperasi dibawah dari 3 (tiga) tahun, memiliki gedung sendiri atau 
menyewa yang luasnya kurang dari 50 m2, memiliki staf pengajar 3 (tiga) s/d 5 (lima) orang, 
menyelenggarakan I (satu) jenis kursus atau lebih wajib memiliki izin penyelenggaraan kursus. 

BAB IV 
PERI ZIN AN 

Pasal 4 
... tribusi izin penyelenggaraan kursus termasuk jenis retribusi perizinan tertentu. 

BAB III 
JENIS RETRIBUSI 

Pasal 3 
. ) Subje retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk 

· mendapatkan izin penyelenggaraan kursus. 
) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

Pasal 2 
Dengm1 nama retribusi izin penyelenggaraan kursus dipungut Retribusi. 
Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pcmberian izin penyelenggaraan kursus. 

DAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

;pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengurnpulkan dan mengolah 
aan/at:au keterangan dalam rangka pengawasan keputusan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

-~tribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah . 
. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
•0Jeh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta 

::mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi 
"daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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Pasal 12 
(I) Pembayaran retribusi izin penyelenggaraan kursus dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain 

yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD 
jabatan dan SKRDT. 

Pasal 11 
. I) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
-{2) Retribusi dipungut dcngan menggunakan SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan. 

BAB Vl11 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBA Y ARAN 

Pasal 10 
, ilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah. 

BAB VII 
WILAY AH PEMUNGUTAN RETRlllUSI 

Pasal 9 
) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditctapkan oleh Walikota sebagai 
i dasar untuk menetapkan retribusi terhutang. 
) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD a tau dokumen Jain yang dipersarnakan. 

BAB VI 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG 

Rp. 50.000, 
Rp. 25.000, 
Rp. I 0.000,- 

Lebih dari 100 m2 

50 m2 s/d 100 m2 

Kurang dari 50 m2 

T ARIF RET-RIBUSiff AHUN LUASBANGUNAN 
3 2 

·· ·busi izin penyelenggaraan kursus : 
Pasal 8 

BABV 
STRUKTUR DAN BESARNY A T ARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 
rangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan kursus ditetapkan selama 5 (lima) tahun . 

. ~ alam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan kursus sebagaimana 
~rsebut pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap I (satu) tahun sekali. 
\ 
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Pasal 18 
(I) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besamya retribusi. 
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 

ayat (I) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota. 

BABX 
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 16 
; 1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
_. penagi an retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tuiuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 
;2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ::-"" 1 l surat teguran peringatan sank.: dan 
. sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 
3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 17 
Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi izin penyelenggaraan 

-kursus ditetapkan oleh Walikota. 

BAB IX 
TATA CARA.PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 15 
') Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda pembayaran. 

) Setiap pembayaran dicatat dalarn buku penerimaan . 

. ) Bentuk, isi, kuantitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Walikota. 

Pasal 14 
) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai. 

) Walikota atau pejabat yang clitunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda 
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 13 
'gi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang dikenakan 
nda administrasi 2 % (dua perse ) perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang 

pai hari pembayaran untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

I)alam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerirnaan retribusi 
·daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya I x 24 jam, atau dalam waktu yang 
.ditentukan oleh Walikota. 

~Apabila embayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua 

, · persen) dengan menerbitkan STRD. 
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Pasal 21 
. (I) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan sccara tcrtulis kcpada Walikota untuk 

perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi . 

BAB XIII 
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN 

RETRIBUSI 

Pasal 20 
0(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. 

·(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini harus disampaikan secara 
· tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling Jama 2 (dua) 

bulan sejak tanggal SKRD dan STRD. 
, (3) Mengajukan keberatan tidak menunda pembayaran. 
(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan 

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
permohonan keberatan diterima. 

BAB Xii 
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERA TAN 

Pasal 19 

. I) Wajib retribusi dapat mengaju an permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam 
. penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam pcnerapan peraturan 

perundang-undangan retribusi daerah. 
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

· administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut 
, dikenakan karena bukan kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. 
) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan retribusi yang tidak 
· benar. 
) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, 

penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan 
pernbatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh 
wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterima SK.RD dan STRD dengan memberikan alasan yangjelas dan meyakinkan untuk 
mendukung permohonannya. 

5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima . 

. 6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Walikota atau 
. pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan 

- ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembat.alan dianggap 
dikabulkan. 

, BAB XI 
.ATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGIIAPUSAN A.TAU 

PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBAT ALAN 
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Pasal 26 

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pernerintah daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XVI 
PENYIDIKAN 

Pasal i5 
{I) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 24 
Tata cara pemeriksaan akan ditetapkan oleh Walikota. 

BAB XIV 
TATA CARA PEMERIKSAAN 

-- Pasal 23 
-1) Pengembalian sebagairnana dimaksud Pasai 22 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan 

penerbitan SPMKR. 
2) Kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dengan bukti pemindahan buku 

yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. 

Pasal 22 

") Da!am hal kelebihan pembay.ar.an. retr~busi yang tersisa, dilak~kan perhitungan sebagaim~na 
_ _- dimaksud Pasal 24 peraturan rm diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi. 
) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini dikembalikan kepada 

wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 
) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
atas kelebihan pembayaran retribusi. 

_ , Atas dasar pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran 
_ __: retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahu lu dcngan utang retribusi dan/atau sanksi 
- administrasi berupa bunga oleh Walikota. 
) Atas dasar permohonari seb~gatn~ana dimaksud ayat (2) Pasal ini; ya~g ber~ak atas kelebihan 

· pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. 
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Pasal 28 
Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelak.sanaannya 
akan diatur kemudian oleh Walikota. 

Pasal 27 
Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal 
yang sama dinyatakan tidak berlaku. 

BABXVH 
KETENTUANPENUTUP 

:Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 'dengan 
tindak: pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 

menel.iti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah; 

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah; 

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah; 

g menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
perneriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaks d pada huruf c; 

h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

.': J rnenghentikan penyidikan; 

k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya 
· penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan 

ketentuan yang diatur daiam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 
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Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya 
SEKRETA1~1AT..~_ . H KOTA 

PADANGSlD AN 
KEPA ,. · ;oIA''\ . KUM, 

. I ,,_ 1 
i I 

-~ ··- I 
RAHUDDIN HARAf-IAP, SH 
NIP.400044024 

-~MBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDlMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 17 

~SARMADAN HASIBUAN 
_:NIP. 400041323 
,' 

dto 

imdangkan di Padangsidimpuan 
. a tanggal 15 MEI 2008 

.KRETARIS DAERAH KOTA 
· PADANGSIDIMPUAN, 

ZULKARNAEN NASUTION 

dto 

WALIKOTA PADANGS!DIMPUAN, 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
pada tanggal 17 APRIL 2008 

Pasal 29 

· ran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

· setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
epipatannya dalam Lembaran Daerah Kata Padangsidirnpuan. 


